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TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2014-2018

KEPALA DPMPTSP-TK KABUPATEN MERANGIN

a.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun
2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2014-201 8;

Bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Merangin adalah dengan menetapkan
Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf ¢ diatas, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin 2014-2018.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah
Tingkat Tl Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 2755);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
[.embaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1965 Nomor 3909),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Fahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 3969) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5474);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan g perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan  Presiden Nomor 97 Tahun 2014  tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22);
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I4." Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 25, Tambahan I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

I5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

I7.  Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendafiaran Perusahaan;

18.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di
daerah;

20.  Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014
tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

21.  Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembar
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10) tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten
Merangin);

22.  Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Merangin Tahun Anggaran. (Lembaran Daerah Kabuapten
Merangin Tahun 2017 Nomor 01);

23.  Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2017 tentang Kemudahan Berusaha (EoDB) di Indonesia.

24.  Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Merangin Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2017 Nomor 23);

25. Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan wewenang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin (Berita Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 36).




MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
MERANGIN 2014-2018.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 tercantum dalam
lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dengan
ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Merangin.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BANGKO
PADA TANGGAL __ FEBRUARI 2017
3g1m CQPMPTSP-TK

ABUTA BN

NIP. 19680421 199402 1 004
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Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin
Nomor : 06 Tahun2017
Tanggal : Februari 2017
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin 2014

2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
1 2 3 4
1 |Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Total nilai rata-rata perunsur di bandingkan dengan Total Unsur yang Terisi
pelayanan perizinan |
2 |Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka Proporsi dari Keseluruhan Penduduk yang sedang mencari Kerja dibadingkan dengan |
Keseluruhan Angkatan Kerja |
|

KEPALA DPMPTSP-TK KABUPASEN MERANGIN,

JANGCIK MOHZA, S.Pd. M.Si

NIP.19680421 199402 1 004
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